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BAB III 
TINJAUAN UMUM TENTANG REFORMASI BIROKRASI 
 
A. Pengertian Reformasi Birokrasi 
1. Pengertian Reformasi 
Reformasi secara harafiah dari kata “reform” atau “reformation” 
artinya sesuai dengan hakikinya. Namun secara fungsional 
pemahamamnya adalah“ membentuk kembali” ke arah perbaikan, 
kemajuan dan pembaharuan dan penyempurnaan. 
27
 
Secara teoritis, reformasi adalah perubahan dimana kedalamannya 
terbatas sedangkan perubahannya melibatkan seluruh masyarakat. 
Pengertian ini akan lebih jelas jika dibedakan dengan revolusi. Konsep 
terakhir menunjukkan kedalaman perubahannya radikal sedangkan 
keluasan perubahannya melibatkan pula seluruh masyarakat.
 
Reformasi memberi harapan terhadap pelayanan publik yang lebih 
adil dan merata. Harapan demikian dihubungkan dengan menguatkan 
kontrol masyarakat dan besarnya konstribusi masyarakat dalam 
penyelenggaraan pemerintahan.
28
 
Revolusi adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang 
berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok 
kehidupan masyarakat. Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat 
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direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu dan dapat dijalankan 
tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. 
Ukuran kecepatan suatu perubahan sebenarnya relatif karena 
revolusi pun dapat memakan waktu lama. Misalnya revolusi industri di 
Inggris yang memakan waktu puluhan tahun, namun dianggap 'cepat' 
karena mampu mengubah sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat, 
seperti sistem kekeluargaan dan hubungan antara buruh dan majikan yang 
telah berlangsung selama ratusan tahun. 
Dalam pengertian umum, revolusi mencakup jenis perubahan 
apapun yang memenuhi syarat-syarat tersebut. Misalnya Revolusi Industri 
yang mengubah wajah dunia menjadi modern. Dalam definisi yang lebih 
sempit, revolusi umumnya dipahami sebagai perubahan politik.
29
 
2. Pengertian Birokrasi 
Birokrasi secara harafiah berasal dari kata yaitu “bereau” yang 
artinya meja tulis dan “cratein” artinya orang-orang yang berada di 
belakang meja tersebut. Dengan kata lain dimana para pejabat yang 
berkerja di belakang meja melakukan kegiatan dalam rangka melayani 
kebutuhan atau kepentingan masyarakat.
30
 
Jika hanya kedua kata itu secara harfiah digabungkan begitu saja, 
dan kemudian diberikan arti, maka ia bisa diartikan sebagai pemerintahan 
atau administrasi melalui kantor. Namun, arti birokrasi secara teoretik dan 
kosepsional lebih luas dari pengabungan harfiah dari kedua asal kata itu. 
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Dalam perkembangannya, arti birokrasi itu bisa berkembang sesuai 
konteksnya, bahkan ada yang mengartikan birokrasi itu berdasarkan 
kenyataan apa yang dilihat. Artinya ia bisa bermakna positif, negatif atau 
sesuatu yang netral-netral saja. Maka jangan heran jika ada sebagian yang 
melihat birokrasi itu dalam persfektif yang negatif, meskipun secara 
normatif ia terlihat positif.
31
 
Birokrasi merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang 
dijalankan pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
Birokrasi adalah struktur yang digambarkan dengan hierarki yang 
pejabatnya diangkat atau ditunjuk, garis tanggungjawab dan 
kewenangannya diatur oleh peraturan yang diketahui (termasuk 
sebelumnya), dan justifikasi setiap keputusan membutuhkan referensi 
untuk mengetahui kebijakan yang pengesahannya ditentukan oleh pemberi 
mandat di luar struktur organisasi itu sendiri. 
Suatu organisasi formal yang diselenggarakan berdasarkan aturan, 
bagian, unsur, yang terdiri dari pakar yang terlatih dengan memiliki 
pemusatan kewibawaan yang menekankan unsur tatasusila, pengetahuan 
teknis, dan tata cara impersional sebagai alat kontrol yang memilik 
hierarki yang berbeda dengan organisasi untuk mewujudkan organisasi 
formal yang besar merupakan ciri nyata masyarakat modern dan bertujuan 
menjalankan tugas pemerintahan serta mencapai keterampilan dalam 
bidang kehidupan.
32
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3. Reformasi Birokrasi 
Reformasi birokrasi yang dimaksudkan ialah pembaharuan dan 
penyesuaian untuk membentuk kembali pada maksud semula diadakannya 
birokrasi pemerintah, didefenisikan berbagai kalangan melalui bermacam-
macam sudut, berkonotasi mencapai kebaikan birokrasi pemerintah di 
negara demokratis yang betul-betul bekerja selayaknnya, berorientasi 
kepada kepentingan publik dengan menerapkan manjemen yang semakin 
modern. 
Penyelenggaraan negara yang harus menyadari dan mendukung, 
bahwa nilai-nilai hakiki adanya sistem birokrasi pemerintahan harus tetap 
tegak, dalam kondisi dan situasi apa pun karena merupakan hal yang 
sangat prinsip dan mendasar dengan membangun kembali kondisi 
birokrasi kearah perbaikan, penyempurnaan dan pembaharuan, sesuai 
dengan tujuan birokrasi pemerintah yaitu pemberian pelayanan publik 
yang tertib, teratur, lancar serta efisien dan efektif. 
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Reformasi birokrasi merupakan perubahan (transformasi) yang 
terencana, yang berfokus pada perubahan kelembagaan yang berdampak 
pada perubahan yang direncanakan proses yang berkelanjutan. Karena itu 
setiap upaya yang telah dilakukan dalam setiap tahapan reformasi perlu 
dievaluasi sehingga setiap kendala yang muncul dapat segera ditangani. 
Pentahapan reformasi birokrasi merupakan panduan yang perlu 
dijabarkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi 
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pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Keberhasilan reformasi 
birokrasi ditentukan juga oleh kreativitas dan inovasi setiap pelaksana 
yang berpengalaman sebagai media untuk mengembangkan praktik-
praktik pengelolaan pemerintahan berbasis pengetahuan, sekaligus untuk 
mempertahankan semangat reformasi birokrasi, hal tersebut tidak hanya di 
kalangan aparat birokrasi pemerintah tapi juga dari seluruh stakeholders 
(pemangku kepentingan). 
Reformasi birokrasi harus mendorong praktik pemerintahan yang 
semakin terbuka (transparan) yang melibatkan aktor di luar birokrasi 
pemerintah sebagai stakeholders (pemangku kepentingan) pemerintahan. 
Dengan kata lain, reformasi birokrasi menjadi sarana perwujudan 
paradigma baru pemerintahan dari pradigma government (pemerintah) ke 
paradigma governance (pemerintahan).
34
 
Reformasi birokrasi merupakan upaya yang sangat strategis, karena 
birokrasi pemerintah adalah tulang punggung eksistensi dan kejayaan 
bangsa. Reformasi birokrasi harus berhasil, bersifat segera dan 
berlangsung tajam, namum tentunya ada tenggannya, ada antaranya, agar 
segala rencana yang telah matang dapat berproses mulus tahap demi tahap 
(gradual). 
Kemajuan demi kemajuan akan lebih mudah terjadi, karena rakyat 
mempunyai akses partisipasi luas dan memang mereka ditempatkan pada 
posisi utama untuk mengukur keberhasilan pelayanan birokrasi pemerintah 
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guna mendapatkan pelayanan terbaik dengan konstribusi mulia yang 
mensyaratkan adanya intergritas dan komitmen tinggi, serta keberanian 
moral disertai dengan kepemimpinan dan keteladanan itu. 
Keyakinan yang harus ada di dalam pola pikir kuat seluruh 
aparatur pemerintah untuk dilaksanakan dengan baik dan benar. Relevansi 
dari penerapan pola pikir seperti itu, antara lain, dikarenakan adanya 
kristalisasi dari sejarah panjang birokrasi pemerintah yang membentuk 
stigma buruk dalam berbagai ungkapan.
35
 
 
B. Bentuk-Bentuk Birokrasi Pemerintahan 
Ada tiga prakondisi yang harus diperhatikan jika nanti menyusun 
organisasi birokrasi pemerintah yang efektif sesuai dengan tuntuntan zaman. 
Tiga hal itu ialah : 
1. Semangat desentralisasi dan otonomi sebagai perwujudan dari sistem 
pemerintahan yang demokratis. 
2. Perubahan-perubahan sistem politik yang jauh berbeda dengan keadaan 
sistem politik di zaman pemerintahan orde baru. 
3. Krisis ekonomi yang mengakibatkan defisit anggaran, terpuruknya mata 
uang kita, pengangguran, dan ketergantungan pemerintah pada negara lain. 
Menurut max weber seorang sosilogi Jerman yang kenamaan abad ke-
19 menulis karya yang sangat berpengaruh bagi negara-negara yang berbahasa 
Inggris dan di negara-negara daratan  Eropa. Karya tipe ideal ini kurang 
dikenal kritiknya terhadap seberapa jauh peran birokrasi terhadap kehidupan 
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politik, atau bagaimana peran politik terhadap birokrasi. Birokrasi weberian 
hanya menekankan bagaimana seharusnya mesin birokrasi itu secara 
profesional dan rasional dijalankan.
36
 
 
C. Dasar Hukum Al-Quran dan Hadits 
Al-Quran itu adalah satu konstitusi dari Allah SAW yang sempurna 
lagi menyeluruh. Ia tidak membahas semata tentang legislatif bahkan yang 
terlebih penting al-Quran memberi garis pedoman kepada mereka yang diberi 
taklifan untuk dilaksanakan. 
Ayat ini memaknai kata reformasi sebagaimana diterangkan, Firman 
Allah SWT : 
                              
                 
Artinya: 11. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum 
sehingga mereka merobah keadaan[768] yang ada pada diri mereka 
sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu 
kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada 
pelindung bagi mereka selain Dia. (QS.Ar Ra‟d: 11)37 
 
Dari ayat di atas jelaslah, bahwa dalam perubahan nasib suatu kaum 
ada dua aktor yang berada di balik keduanya yaitu, manusia itu sendiri dan 
Allah SWT. Pada ayat tersebut diterangkan bahwa dalam melakukan 
perubahan (reformasi) tidak  cukup dilakukan oleh satu, atau dua orang saja, 
namun secara jelas Allah SWT menyatakan bahwa untuk melakukan 
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perubahan diperlukan (birokrasi) kumpulan orang yang mempunyai tujuan 
yang sama dan jelas untuk mewujudkan perubahan tersebut. 
Hadits di bawah inin menerangkan Tentang tugas seorang Pemimpin 
Pelayan Masyarakat: 
 ٌلِقْعَم َُول َلاَق َف ِويِف َتاَم يِذَّلا ِوِضَرَم فِ ٍراَسَي َنْب َلِقْعَم َداَع ٍدَاِيز َنْب ِوَّللا َدْي َبُع َّنَأ
 َر ْنِم ُوُتْع َِسَ ًاثيِدَح َكُث يدَُمُ ينِِّإ ُوَّللا ىَّلَص َّبَِّنلا ُتْع َِسَ َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِوَّللا ِلوُس
 ُلوُق َي َمَّلَسَو ِوْيَلَع  ٍدْبَع ْنِم اَم  َةَحِئَار ْدَِيَ َْلَ َّلَِّإ ٍةَحيِصَِنب اَهْطَُيَ ْمَل َف ًةَّيِعَر ُوَّللا ُهاَعْر َتْسا
 ِةََّنْلْا38 
Artinya : Ubaidillah bin yazid menjenguk Ma‟qil bin Yasar ketika beliau 
sakit menjelang wafatnya. Lalu Ma‟qil berkata kepadanya: Aku 
ingin menyampaikan kepadamu satu hadits yang aku dengar dari 
Rasulullah SAW. Aku mendengar Nabi SAW bersabda: “Tiada 
seorang hamba yang diberi amanat rakyat oleh Allah lalu ia tidak 
memeliharanya dengan baik melainkan Allah SWT tidak akan 
merasakan padanya bau syurga”. 
 
Dalam syarah riyadhus shalihin yang dijelaskan oleh syekh 
Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, wajib bagi seorang yang memegang 
tonggak kepemimpinan untuk bersikap lemah lembut kepada rakyatnya, 
berbuat baik dan selalu memperhatikan kemaslahatan mereka dengan 
mempekerjakan orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Menolak bahaya 
yang menimpa mereka. Karena seorang pemimpin akan 
mempertanggungjawabkan kepemimpinannya dihadapan Allah ta‟ala.39 
Sebagai telah disebut, pembentukan khilafah atau pemerintahan dalam 
tulisan para juris sunni wajib menurut hukum agama sebagai pengganti tugas 
kenabian mengatur kehidupan dan urusan umat baik keduniaan maupun 
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keagamaan dan untuk memelihara agama. Umat wajib menunjukkan 
kepatuhan dan ketaatan kepadanya. Bagi mereka kekuasaan politik merupakan 
alat untuk melaksanakan syariat Islam, menegakkan keadilan, mewujudkan 
kesejahteraan rakyat, memelihara persatuan umat lewat kerjasama dan tolong-
menolong, dan menciptakan keamanan dan ketenangan.
40
 
 
D. Reformasi Birokrasi Dalam Fiqh Siyasah 
Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia baik dalam hal 
hubungan antara manusia dan penciptanya maupun mengatur hubungan antara 
manusia dengan sesama makhluk lainnya. Oleh karena itu, dalam hal 
hubungan antara sesama manusia, Islam tidak terlepas dari wacana kehidupan, 
seperti kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dapat juga dikatakan bahwa 
Islam mengatur tentang konsep pemerintahan dan negara sebagai sarana untuk 
mengimplementasikan ajarannya. 
Sebagai sebuah agama yang memiliki salah satu fungsi mengatur 
kehidupan manusia, Islam memiliki norma-norma yang khusus dan jelas 
tentang bagaimana manusia menjalin hubungan dengan manusia yang lain 
mengenai kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Termasuk salah satunya 
mengatur kehidupan bernegara (fiqh siyasah) yang tidak boleh 
dikesampingkan. 
Pengertian fiqh siyasah adalah al siyasah berasal dari kata-kata: 
 “Mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan”. 
 “Mengatur kaum, memerintah dan memimpinnya”. 
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Oleh karena itu, berdasarkan pengertian harfiah, kata as-siyasah 
berarti: pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, 
pengurusan, pengawasan, perekayasan dan arti-artinya. 
Berkenan dengan hal yang sama salah satu hadis menyatakan: 
 يبَِّنلا ِنَع-  ملسو ويلع للها ىلص-  َلَاق « َت َلِيئَارْسِإ وُن َب ْتَناَك  ، ُءاَيِْبَنلأا ُمُهُسوُس
 َمَف اوُلَاق . َنوُر ُثْكَي َف ُءاَفَلُخ ُنوُكَيَسَو ، ىِدْع َب َّبَِن َلَّ ُوَِّنإَو ، ٌّبَِن ُوَفَلَخ ٌّبَِن َكَلَى اَمَّلُكا 
 ِئاَس َوَّللا َّنَِإف ، ْمُه َّقَح ْمُىوُطَْعأ ، ِل َّوَلأَاف ِل َّوَلأا ِةَع ْ ي َِبب اوُف َلَاق َاُنرُمَْأت ْمُىاَعْر َتْسا ا َّمَع ْمُهُل
».41  
Artinya : Rasulullah SAW bersabda, “Dulu Bani Israil dipimpin para nabi. 
Setiap kali seorang nabi mangkat, akan digantikan dengan nabi lain. 
Sesungguhnya tak seorang Nabi pun setelahku dan akan muncul 
para khalifah yang banyak.” Mereka (para sahabat) bertanya, “Lalu 
apakah yang engkau perintahkan kepada kami?” Nabi SAW 
menjawab,” Setialah dengan baiat para khalifah pertama dan 
seterusnya serta berikanlah hak mereka. Sesungguhnya Allah akan 
menuntu tanggungjawab mereka terhadap kepemimpinannya.” 
 
Secara tersirat, dalam pengertian al-siyasah, terkandung dua dimensi 
yang berkaitan satu sama lain: (1)”tujuan” yang hendak dicapai melalui proses 
pengendalian, (2)”cara” pengendalian menuju tujuan tersebut42. 
Pandangan ahli Fikih Siyasah, seperti „Abd al-Rahman Taj dalam al-
Siyasah al-Syar’iyyah wa al-Fiqh al-Islami (1953), Siyasah Syar’iyyah 
diartikan sebagai hukum-hukum yang mengatur urusan negara dan 
mengorganisasi urusan umat sesuai dengan jiwa syariah dan dasar-dasarnya 
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yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, meskipun 
pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik di dalam Alquran maupun Sunnah. 
„Abd al-Wahhab Khallaf mengartikan bahwa siyasah syar’iyyah 
adalah kewenangan pemerintah untuk melakukan kebijakan yang dikehendaki 
kemaslahatan melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama, 
meskipun tidak ada dalil tertentu. Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa 
siyasah syar’iyyah merupakan salah satu cabang fikih yang membahas 
hubungan individu dengan negara yang diatur dalam sistem ketatanegaraan, 
sistem keuangan, sistem pemerintahan, dan sistem hubungan internasional. 
Siyasah syar’iyyah lebih terbuka dalam menerima perkembangan dan 
pendapat-pendapat. Perbedaan kondisi dan perkembangan zaman berpengaruh 
besar terhadap siyasah syar’iyyah. Musyawarah yang dilihat dari prinsip-
prinsipnya adalah syariat, dilihat dari pemahaman (fiqh) berbeda-beda dan 
dilihat dari kebijakan umara untuk mengatur rincian dan pelaksanaan 
musyawarah pasti lebih berbeda-beda lagi dalam setiap kondisi, baik karena 
pengaruh kondisi tempat dan zaman maupun karena kecenderungan dan 
kemampuan yang menyusun dan melaksanakannya.
 43
 
Sebagaimana tersimak dari tulisan-tulisan sebelumnya, fiqh siyasah 
syar’iyyah telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, dalam mengatur dan 
mengarahkan umatnya tatanan sosial budaya yang diridhai Allah SWT. Fakta 
serupa itu, terutama, tampak setelah Rasulullah SAW melakukan hijrah dari 
Mekah ke Madinah. 
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Meskipun demikian, bukan berarti bahwa fakta yang sama tidak 
ditemukan ketika Rasulullah SAW masih tinggal di Mekah. Sebagaimana 
dituturkan oleh beberapa sarjana muslim (seperti: Yusuf Musa, Abd Al-Qadir 
awdah, dan Abd al-Karim Zaydan), pada masa itu Rasulullah lebih 
memutuskan perhatian atas “perencanaan” dari “ Pelaksanaan” hal-hal yang 
berhubungan dengan fiqh siayasah syar’iyyah. 
Muhammad Yusuf dan Abd Qadir Zaydan menjelaskan bahwa 
peristiwa bay‟at al-aqabah, yaitu perjanjian antara Rasulullah SAW dengan 
penduduk Yastrib yang terdiri dari suku Aws dan Khajraj, baik perjanjian 
pertama maupun perjanjian kedua, merupakan bukti tahap awal pelaksanaan 
fiqh siyasah syar’iyyah. 
Dalam kedudukannya sebagai kepala negara, kebijakan Rasulullah 
SAW. Salah satu contoh pelaksanaan fiqh siyasah syar’iyyah adalah kebijakan 
Rasulullah SAW. Berkenaan dengan persaudaraan  intern kaum muslimin, 
yaitu antara kelompok Muhajirin dengan Anshar. Kebijakan ini merupakan 
perwujudan dalil kulliy, yaitu al-ukhuwah al-Islamiyyah. 
Contoh lainnya adalah perjanjian ekstern antara komunitas muslim 
dengan komunitas non muslim. Sekalipun kendali kekuasaan dipegang oleh 
komunitas muslim dalam hal ini Rasulullah SAW, namun perjanjian dibuat 
tidak menganggu keyakinan komunitas non muslim. Hal ini tercipta karena 
Rasulullah SAW mendasarkan kebijakannya atas prinsip al-ukhuwah 
Islamiyah dan al-ukhuwah al-Insaniyyah merupakan pola interaksi antar 
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penduduk negara dan kota Madinah, baik hubungan antara muslim dengan 
muslim atau muslim dengan non muslim. 
Di masa Khulafa al-Rasyidin reformasi birokrasi berlaku setelah wafat 
Rasulullah SAW yang di hadapi kaum muslimin adalah suksesi politik, 
sebagaimana Rasulullah tidak menetukan siapa yang akan mengantikannya 
dan bagaimana mekanisme pengantian itu dilakukan. Abu Bakar ditetapkan 
berdasarkan “pemilihan suatu musywarah terbuka”, Umar  bin al-Khattab 
ditetapkan berdasarkan “pemilihan kepala negara pendahulunya”, Usman bin 
al-Affan ditetapkan berdasarkan “pemilihan dalam suatu dewan formatur” dan 
Ali bin Ali Thalib ditetapkan berdasarkan “pemilihan melalui musyawarah 
terbuka”. 
Kenyataan demikian dimungkinkan oleh perubahan sosial budaya dan 
demikian menampilkan karakter siyasah yang berbeda dari waktu ke waktu 
dan tempat ke tempat dengan berbagai aspek dihadapi oleh para khalifah al-
Rasyidin dalam mengendalikan dan mengarahkan masyarakat Islam.
44
 
Pengendalian kaum muslimin dipegang oleh sahabat Abu Bakar. Pada 
masa ini timbul persoalan-persoalan yang tidak timbul pada masa Nabi. Oleh 
karena itu, terdapat beberapan pemecahan masalah yang diambil oleh Abu 
Bakar yang mengambil kebijakan menentang kelompok masyarakat yang 
enggan mengeluarkan zakat karena zakat hanya wajib dikeluarkan pada waktu 
Rasulullah masih hidup. 
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Allah SWT Berfirman:  
                         
           
Artinya:  ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk 
mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa 
bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 
(QS.At Taubah: 103)
45
 
 
Mereka beralasan bahwa bentuk amr (perintah) pada ayat ini ditujukan 
hanya kepada Rasul, sehingga Rasulullah wafat tidak ada kewajiban zakat. 
Atas saran Umar Bin Khattab, manfaat kebijakan Khalifah Abu Bakar 
membukukan Al-Quran agar tidak bercampur dengan hadis Nabi masih 
terasakan hingga sekarang. Setidaknya umat Islam mengetahui Al-Quran 
diwahyukan Allah SWT kepada Rasulullah SAW secara lengkap. 
Khalifah Umar Ibn al-Khattab banyak sekali melakukan reformasi 
birkokrasi dengan penerapan bea impor sebagai dasar keseimbangan keatas 
negara-negara nonmuslim kepada kepada pedagang-pedangang  muslim. 
Dalam menjawab surat Abu Musa, gurbernur pada masa itu, yang 
menanyakan tentang bea masuk impor yang harus dikenakan terhadap 
pedagang nonmusim. 
Umar bin Khattab pertama kali menunjuk seorang hakim khusus 
mengadili perkara-perkara di bidang harta kekayaan. Dengan demikian sejarah 
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Islam mulai mengenal pembagian kekuasaan, meski terbatas pada lembaga 
eksekutif dan yudikatif.
46
 
Mencegah kerusakan yang akan terjadi membasmi kerusakan yang 
sudah terjadi, atau memecahkan masalah khusus yang membahas tentang 
tatacara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam yang sesuai dengan prinsip-
prinsip Islam, semua persoalan itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya 
dengan cara memimpin, memenuhi hak-hak dan amanah rakyat atau 
pengaturan urusan rakyat yang diwarnai atau dinaskan pada ajaran Islam yang 
berlaku untuk seluruh warga masyarakat dalam suatu negara, serta memiliki 
bentuk pemerintahan yang Islami berdasarkan pelaksanaannya disesuaikan 
dengan situasi, kondisi dan realitas yang ada untuk menghasilkan (membawa) 
kepada maslahat (kebaikan) dan menjauhkan dari keburukan atau 
menimbulkan bahaya kerusakan boleh diserahkan kepada manusia walaupun 
tidak pernah dinyatakan oleh Rasulullah SAW dan nas al-Qur‟an. 
Semua perkara tentang Islam sudah mereka diketahui dengan jelas dan 
pasti karena Islam merupakan satu sistem kukuh yang telah wujud jauh 
sebelum munculnya sistem-sistem ciptaan manusia: 
                           
         
Artinya:  Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah 
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dari yang munkar[217]; merekalah orang-orang yang beruntung. 
(Surah Ali Imran 3: 104)
47
 
 
Bolehkan kita mengharapkan para pemimpin kita untuk melakukan 
perkara-perkara tersebut, sedangkan mereka semua telah diasuh dan 
dibesarkan oleh orang-orang asing, sehingga cara berfikir mereka seperti 
orang asing. Semua pemimpin dunia Islam tergopoh-gopoh mengikuti jejak 
langkah orang-orang asing itu berlumba-lumba sesama sediri untuk 
mendapatkan perhatian keredaan daripada mereka, apalagi kebebasan untuk 
memilih manhaj sebagai asas tindakan dan pekerjaan tersebut. 
Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, perkara ini semua tidak pernah 
menjadi tumpuan perhatian mereka, Pengalaman-pengalaman yang lalu 
membuktikan kelemahan mereka secara mutlak untuk melaksanakannya. 
Seharusnya kita serahkan perkara ini kepada generasi baru, sebab merekalah 
yang sanggup membina dan memperluas jalan dakwah secara bersungguh-
sungguh. Mereka harus didedahkan kepada kebebasan berjihad dan berusaha. 
Diri mereka harus disirami dengan ketabahan berteraskan keagungan Islam 
dan al-Quran. Dan kita harus mempersiapkan mereka di bawah bendera dan 
panji Muhammad SAW. Jika kita berjaya membentuk jiwa mereka, maka 
dalam masa dekat nescaya kita akan melihat seorang pemimpin Islam yang 
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sanggup berjuang dengan mengorbankan dirinya demi kebahagiaan orang 
lain.
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